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#KASUS DUGAAN KORUPSIE-KTP

Konsorsium PNRI Akui Adanya LobiDPR

JAKARTA -Pemenangtender
proyek pengadaankartutanda
penduduk elektronik (e-KTP)
konsorsium Perusahaan
Umum Percetakan Negara
Republik Indonesia (Perum
PNRI) mengaku telah mener-
bitkan dokumen analisa risiko
dengan salah satunya berisi
upaya melobi DPR untuk me-
loloskananggaran e-KTP.

Fakta tersebut terungkap
darikesaksian Direktur Utama
Perum PNRI2009-2013 seka-
ligus ketua manajemen bersa-
ma konsorsium Perum PNRI
Isnu Edhi Wijaya dalam per-
sidangan di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor)
Jakarta, kemarin.

Isnu Edhi Wijaya bersaksi
dalam persidangan terdakwa
Direktur Utama PT Cahaya
Wijaya Kusuma yang juga Di-
rektur PT Murakabi Sejahtera
Andi Agustinus alias Andi
Narogong. Denganperkaradu-
gaan korupsi pembahasan
hingga persetujuan anggaran
dan proyek pengadaan e-KTP
di Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) tahun 2011-
2012 (hingga pembayaran
adendumkesembilan2013).

Isnu membenarkan, sete-
lah dimenangkan oleh kon-
sorsium Perum PNRI, kemu-
dian ada adendum kontrak
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Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Andi Agustinus alias Andi
Narogong (kiriymenglkuti sidang lanjutan kasuskerupsi e-KTP di
Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

hingga sembilan kali, terma-
sukdidalamnyauntuk pemba-
yaran terakhir dari Kemen-
dagrikekonsorsium. -

Anggota JPU Abdul Basir
lantas mengonfirmasi kepada
[snu tentang catatan tangan
yang dibuatnya serta analisis
risikoyangdibuatkonsorsium.
Khususnya tentang analisa
risiko  tentang anggaran
proyek e-KTP yang berpotensi
mandek pembahasan dan
pengesahannyadi DPR setelah
2011 menuju2012.

JPU Basir menggariskan,
KPK sudah menyita barang
bukti dokumen tertanggal 5
Oktober 2011 dari kantor Pe-

rum PNRI saat penggeledah-
an. Dokumenitu ditandata-
nganiolehIsnuselaky direktur
utama PerumPNRT.

Dokumen tersebut, ungkap
Basir, sudahdi-scan JPU. Dida-
lam dokumen, Isnu mencan-
tumkan ada 10 risiko dalam
proyek pengadaan e-KTP.
Salah satunya risiko politik
yang masuk kategori pe-
merintah. Untuk mengatasiri-
siko politik terkait pembahas-
an dan persetujuan anggaran,
maka perlu melakukan lobi ke
DPR.

“Risikonya anggaran tidak
akan disetujuidisebabkanoleh
partai di DPR. Akibatnya tidak

ada perpanjangan proyek,
Yangharusdibangunolehkon-
sorsium, membangun hub-
ungan komunikasi yang pro-
aktif dengan anggota DPR un-
tuk memastikan proyek dan
mendapatkan informasi jika
anggaran proyek tidak disetu-
jui. Saudara yang tanda ta-
ngan,” kata JPU Basir kepada
Isnu.

Isnumembenarkan 10 ana-
lisis risiko tersebut dan jalan
keluar atas risiko-risiko itu, ter-
masuk tentang komunikasi
proaktif atau melobi DPR.
“Yang buat (analisa risiko dan
jalan keluarnya) adalah kon-
sultan dari Sucofindo. Hasil risk
(risiko) ini pernah dipresen-
tasikankeseluruhanggotakon-
sorsiumdikantor Perum PNRI.
Dia (Sucofindo) membuat se-
suai kemampuannya, barang-
kali sampai ke politik dan se-
bagainya, Dari hasil risk inilah
kemudian saya laporkan ke de-
wan pengawas kami,” papar
[snu.

Hanya Isnu mengaku tidak
mengetahui bagaimana kelan-
jutan lobi ke DPR untuk pe-
ngesahan anggaran proyek e-
KTP. Pasalnya, Isnu secara pri-
badi tidak pernah melakukan
komunikasi dengan DPR
maupunanggota DPR.
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